Evaluasi Sistem Pemberian Kredit Modal USAha Dan Penerimaan Angsuran Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern (Studi Pada Kantor Pusat Pd. Bpr. Bank Jombang) by Hindarto, A. E. (Andreas)
 Jurnal Administrasi Bisnis  (JAB)| Vol. 8 No. 1  Februari 2014|                                                                                                                        
administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id    
1 
 
EVALUASI SISTEM PEMBERIAN KREDIT MODAL USAHA DAN 
PENERIMAAN ANGSURAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN 
EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN 
(Studi Pada Kantor Pusat PD. BPR. BANK Jombang) 
 
Andreas Eko Hindarto,  
Moch. Dzulkirom AR, 
 Zahro ZA 
Fakultas Ilmu Administrasi, 
 Universitas Brawijaya, 
 Malang 
E-mail: andreaseko16@yahoo.com 
 
Abstract 
 The accuracy of credit will always affect the smooth running of the business on the whole rural banks , so if 
there is an error in the analysis of credit may result in loss of business continuity and disrupt the rural banks 
. Researchers took place in PD research . BPR . Bank Jombang . The purpose of this study is to determine 
the implementation of systems and procedures for granting loans and venture capital installment receipts on 
PD . BPR . Bank Jombang . The elements that must be met is the organizational structure that clearly 
separates functional responsibilities , powers and procedures of record keeping system that provides 
sufficient protection against property , debts , income and expenses , a healthy practice in carrying out the 
duties and functions of each organizational unit , employee quality in accordance its responsibilities . The 
results of this study indicate that the internal control system of venture capital and installment receipts in 
PD . BPR . Bank Jombang has done quite well , but in pelaksanaannnya there are still some weaknesses 
geminating duty on account officers and the absence of installment card that can be detrimental to the 
debtor bank . 
Keywords: capital lending system, PD. BPR. Bank Jombang, internal control.  
Abstrak 
Ketepatan pemberian kredit akan selalu berpengaruh pada kelancaran usaha bank perkreditan  rakyat pada 
keseluruhan, sehingga apabila terjadi kesalahan dalam menganalisis kredit dapat mengakibatkan kerugian 
dan mengganggu kelangsungan usaha bank perkreditan rakyat tersebut. Peneliti mengambil tempat 
penelitian pada PD. BPR. Bank Jombang. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan 
sistem dan prosedur pemberian kredit modal usaha dan penerimaan angsuran pada PD. BPR. Bank Jombang. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.Unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah Struktur organisasi 
yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas,sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang 
memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya,praktik yang sehat 
dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi,karyawan yang mutunya sesuai dengan 
tanggung jawabnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern sistem pemberian kredit 
modal usaha dan penerimaan angsuran pada PD. BPR. Bank Jombang kantor pusat Jombang telah terlaksana 
cukup baik, namun dalam pelaksanaannnya masih terdapat beberapa kelemahan perangkapan tugas pada 
account officer dan tidak adanya kartu angsuran pada debitur yang dapat merugikan bank. 
Kata kunci: sistem pemberian kredit, PD. BPR. Bank Jombang, pengendalian intern 
 
Pendahuluan 
Suatu perusahaan dalam perjalanannya tidak selalu 
memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan 
usahanya. Oleh karena itu dibutuhkan dana lebih 
yang dapat berasal dari pihak internal maupun 
eksternal. Salah satu pilihan dalam memperoleh 
dana eksternal yaitu dengan dengan mendapatkan 
kredit. Menurut Sinungan (2001:3) yaitu : kredit 
adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang 
dapat disamakan dengan itu berdasarkan 
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persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan 
pihak-pihak lain dalam hal mana pihak meminjam 
berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka 
waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah 
ditentukan 
Sistem pemberian kredit  bertujuan untuk 
memberikan kemudahan dalam proses pengajuan 
kredit bagi para nasabah. Serta memberikan 
pedoman yang jelas atas syarat-syarat pengajuan 
kredit tersebut. Dalam hal ini diperlukan sistem 
pengajuan kredit yang baik agar nasabah dapat 
dengan mudah mengerti dan memahami prosedur 
serta syaat-syarat untuk mengajukan kredit. 
Disamping itu, karyawan bagian ini akan dapat 
memahami fungsi dan tugasnya dengan jelas dan 
pihak manajemen akan dapat dengan mudah untuk 
mengambil keputusan karena informasi yang 
diperoleh jelas dan akurat. Agar tidak terjadi 
penyelewengan dan penyalahgunaan sistem, 
diperlukan  suatu pengendalian intern sebagai 
fungsi kontrol dan pengendalian dari sistem 
tersebut, sehingga sistem yang sudah didesain 
dapat diimplementasikan dengan baik, tidak 
dislahgunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan 
perusahaan. 
Menurut Mulyadi (2006:166) untuk 
menciptakan sistem pengendalian intern yang baik 
dalam perusahaan maka ada empat unsur pokok 
yang harus dipenuhi antara lain: a) Struktur 
organisasi yang memisahkan tanggungjawab 
fungsional secara tegas,b)Sistem wewenang dan 
prosedur pencatatan yang memberikan 
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, 
utang, pendapatan dan biaya,c) Praktik yang sehat 
dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 
organisasi,d) Karyawan yang mutunya sesuai 
dengan tanggung jawabnya. Modal usaha sangatlah 
penting bagi kelangsungan suatu usaha karena dari 
modal usaha suatu badan usaha bisa melakukan 
kegiatan produksinya dan memperoleh laba. 
Menurut Jumingan (2009 : 385 ) memberikan 
pengertian modal kerja sebagai berikut “Modal 
kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang 
jangka pendek. Kelebihan ini disebut modal kerja 
bersih (net working capital).  
Adapun alasan peneliti memilih PD. BPR. 
Bank jombang sebagai tempat penelitian adalah 
PD. BPR. Bank jombang adalah bank perkreditan 
rakyat yang berbeda dengan bank perkreditan 
rakyat lainnya dimana bank perkreditan biasanya 
adalah milik swasta atau perusahaan perorangan 
maka berbeda dengan PD. BPR. Bank jombang 
yang dimana kepemilikannya adalah milik daerah 
atau dengan  kata lain PD. BPR. Bank Jombang 
merupakan perusahaan milik daerah. Semua modal 
usaha PD. BPR. Bank Jombang adalah berasal dari 
APBD kabupaten Jombang secara keseluruhan 
oleh karena itu diperlukan pengawasan yang baik 
agar aset PD. BPR Bank Jombang tidak disalah 
gunakan. Selain itu alasan peneliti lainnya adalah 
PD. BPR. Bank Jombang baru saja membuka 10 
kantor kas baru di beberapa kecamatan di 
kabupaten Jombang dimana awalnya kantor PD. 
BPR. Bank Jombang hanya ada di Jalan KH. 
Wachid Hasyim no. 26 Jombang (Sumber : Bank 
Jombang). Seiring dengan dibukanya kantor kas 
baru tersebut maka PD. BPR. Bank Jombang harus 
mempunyai sistem pengendalian  intern yang baik 
agar kegiatan usaha bisa berjalan dengan baik dan 
tidak terjadi penyelewengan yang bisa merugikan 
perusahaan.  
Berdasarkan uraian diatas dan pengamatan 
maka peneliti melakukan penelitin dengan judul “ 
Evaluasi Sistem Pemberian Kredit Modal Usaha 
dan Penerimaan Angsuran Dalam Upaya 
Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Intern ” 
Tinjauan Pustaka 
1. Pengertian Sistem, Prosedur dan 
Pengendalian. 
a. Pengetian sistem  
Menurut Mulyadi (2001:6), mengemukakan 
bahwa sistem adalah suatu jaringan prosedur 
yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk 
melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.  
Dari definisi yang ada dapat disimpulkan 
bahwa sistem terdiri atas beberapa prosedur 
yang saling terkait atau saling berhubungan 
yang bertujuan melakukan kegiatan pokok 
perusahaan dalam rangka mencapai tujuan 
tertentu. 
 b. Pengertian Prosedur 
Definisi prosedur menurut Mulyadi (2001: 6) 
prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya 
melibatkan beberapa orang dalam suatu 
departemen atau lebih yang digunakan untuk 
menjamin penanganan secara seragam. Dari 
definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
prosedur mempunyai hubungan dengan 
sistem, karena prosedur merupakan bagian 
dari sistem, dari sebuah sistem yang terdiri 
dari berbagai prosedur yang saling terkait dan 
saling mempengaruhi, jika terjadi perubahan 
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pada salah satu prosedur maka akan 
mempengaruhi prosedur lain. 
c. Pengertian Pengendalian  
Krismiaji (2002:215), menyatakan bahwa 
pengendalian ( control ) adalah proses 
mempengaruhi atau pengarahan aktivitas 
sebuah obyek, organisasi atau sistem. Tujuan 
dilakukannya pengendalian adalah mencegah 
timbulnya kerugian bagi sebuah organisasi 
yang disebabkan karena keputusan manajemen 
yang tidak baik,tidak ditaatinya kebijaksanaan 
yang ada oleh beberapa pihak.  
2. Sistem Pengendalian Intern 
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern 
Menurut Jusup (2005:252) pengendalian intern 
ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan 
komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha 
lainnya, yang dirancang untuk mendapat 
keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan 
dalam hal keandalan pelaporan keuangan, 
kesesuaian dengan undang-undang, dan peraturan 
yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi. 
Sedangkan Mulyadi (2006:165) menyebutkan 
bahwa sistem pengendalian intern meliputi 
struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran 
yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan 
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan 
data akuntansi, mendorong efisiensi dan 
mendorong dipatuhinya kebijaksanaan 
manajemen. 
b. Unsur-unsur Pengendalian Intern 
Menurut Mulyadi (2006:166) untuk menciptakan 
sistem pengendalian intern yang baik dalam 
perusahaan maka ada empat unsur pokok yang 
harus dipenuhi antara lain: 
a)Struktur organisasi yang memisahkan 
tanggungjawab fungsional secara tegas. 
b) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan 
yang memberikan perlindungan yang cukup 
terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 
biaya. 
c)Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas 
dan fungsi setiap unit organisasi. 
d)Karyawan yang mutunya sesuai dengan 
tanggungjawabnya. 
Menurut Mulyadi (2006:180) tujuan 
pengendalian intern akuntansi adalah sebagai 
berikut: 
a) Menjaga kekayaan perusahaan : 
  1. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya 
melalui sistem otorisasi yang telah diterapkan. 
  2. Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan 
yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan 
yang sesungguhnya ada. 
b) Mengecek ketelitian dan keandalan data 
akuntansi: 
  1. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi 
yang telah ditetapkan. 
  2. Pencatatan transaksi yang telah terjadi dalam 
catatan akuntansi. 
Tujuan tersebut dirinci lebih lanjut sebagai berikut 
: 
a. Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui 
sistem otorisasi yang telah ditetapkan: 
  1) Pembatasan akses langsung terhadap karyawan 
  2)  Pembatasan akses tidak langsung terhadap 
karyawan 
b. Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang 
dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang 
sesungguhnya ada: 
  1) Pembandingan secara periodik antara catatan 
akuntansi dengan kekayaan yang sesungguhnya 
ada 
  2) Rekonsiliasi antara catatan akuntansi yang 
diselenggarakan 
c. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi 
yang telah ditetapkan: 
  1) Pemberian otorisasi oleh pejabat yang 
berwenang 
  2) Pelaksanaan transaksi sesual dengan otorisasi 
yang diberikan oleh pejabat yang berwenang 
d. Pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan 
akuntansi: 
  1)  Pencatatan semua transaksi yang terjadi 
  2) Transaksi yang dicatat adalah benar-benar 
terjadi 
  3) Transaksi dicatat dalam jumlah yang benar 
  4) Transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang 
seharusnya 
  5) Transaksi dicatat dengan penggolongan yang 
seharusnya 
  6) Transaksi dicatat dan diringkas dengan teliti 
3. Pengertian Kredit 
Kredit menurut Sinungan (2001:3) yaitu : 
kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan 
yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan 
persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan 
pihak-pihak lain dalam hal mana pihak meminjam 
berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka 
waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah 
ditentukan. Untuk menilai suatu permohonan 
kredit, ada beberapa formulasi yang digunakan. 
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Menurut Sinungan (2001:85), formulasi yang 
pertama, yang dikenal dengan 5 C yaitu adalah 
sebagai berikut : 
a. Character. 
Yaitu meneliti dan memperhatikan tentang 
kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup, 
keadaan keluarga, hobby. Ini merupakan ukuran 
tentang kemampuan untuk membayar. 
b. Capacity 
Seseorang dinyatakan hebat dalam berbagai versi 
tapi bila dikatakan ability atau kemampuannya itu 
tentu mengurangi penilaian terhadap dirinya. 
Capacity ini merupakan kemampuan membayar. 
c.  Capital. 
Penyelidikan terhadap modal pemohon kredit 
tidak hanya dilihat dari besar kecilnya modal 
ditempatkan oleh pengusaha, cukupkah modal 
yang tersedia sehingga segala sumber-sumber 
bergerak secara efektif. 
d.  Collateral. 
Dalam mencari data untuk meyakinkan nilai 
kredit, collateral merupakan hal yang 
diperhitungkan paling akhir, artinya bila masih 
ada suatu kesangsian sehingga dalam 
pertimbangan-pertimbangan yang lain maka si 
pemohon kredit masih akan diberikan 
kesempatan bila dapat memberikan jaminan. 
e.  Condition 
Agar bank dapat memperkecil resiko yang 
mungkin timbul oleh kondisi ekonomi, keadaan 
perdagangan serta persaingan dilingkungan 
sekitar usaha permohonan kredit perlu diketahui, 
sehingga bantuan-bantuan yang akan diberikan 
benar-benar bermanfaat bagi pertimbangan 
usahanya. 
Menurut Suyanto (2003: 14) kredit mengandung 
beberapa unsur, yaitu: 
a.  Kepercayaan. 
Merupakan keyakinan dari si pemberi kredit 
bahwa prestasi yang diberikannya baik kedalam 
bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar 
diterimanya kembali dalam jangka waktu 
tertentu di masa yang akan datang. 
b.  Waktu. 
Merupakan suatu masa yang akan memisahkan 
antara pemberian prestasi dengan kontra 
prestasi yang akan datang diterimanya pada 
masa yang akan datang. 
c.  Degree of risk 
Suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai 
akibat dari adannya jangka waktu memisahkan 
antara pemberian prestasi dengan kontra 
prestasi yang akan diterima dikemudian hari. 
d.  Prestasi 
Merupakan obyek kredit yang tidak saja 
diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam 
bentuk barang atau jasa. Namun dalam 
kehidupan ekonomi modern sekarang ini 
didasarkan kepada uang, maka transaksi-
transaksi kredit yang menyangkut uang yang 
sering kita jumpai dalam praktek perkreditan. 
 
4. Tujuan Penyaluran Kredit 
  Rival dan Veithzal (2006 : 6) mengatakan 
bahwa “pada dasarnya terdapat dua fungsi yang 
saling berkaitan dari kredit, yaitu profitability dan 
safety.” Profitability yaitu, tujuan untuk 
memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan 
dari bunga yang harus dibayar nasabah. 
Sedangkan safety merupakan keamanan dari 
prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-
benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat 
tercapai tanpa hambatan yang berarti. Menurut 
Hasibuan (2001:88) disebutkan beberapa tujuan 
penyaluran kredit, yaitu diantaranya adalah :   
a.Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan 
kegiatan perdagangan ekonomi. 
b. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. 
c.Memperlancar arus barang dan arus uang. 
d.Meningkatkan hubungan internasional. 
e.Meningkatkan produktivitas dana yang ada. 
f.Meningkatkan daya guna barang. 
g.Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. 
h.Memperbesar modal kerja perusahaan. 
i. Meningkatkan income per capita masyarakat. 
j.Mengubah cara berpikir atau bertindak 
masyarakat untuk lebih ekonomis. 
Metode Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan 
penelitian ini, maka metode penelitian yang akan 
digunakan oleh peneliti adalah dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif. 
Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku 
yang dapat diamati.Menurut mereka pendekatan ini 
diarahkan pada latar dan individu tersebutsecara 
holistic (utuh). (Moleong,2007:4). Adapun fokus 
dalam penelitian ini adalah : 
1. Sistem pemberian kredit modal usaha dan 
penerimaan angsuran 
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2. Pelaksanaan pengendalian intern yang meliputi : 
a. Struktur organisasi yang memisahkan 
tanggungjawab fungsional secara tegas. 
b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan 
yang memberikan perlindungan yang cukup 
terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 
biaya. 
c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi setiap unit organisasi 
d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan 
tanggung jawab 
Di dalam melakukan suatu penelitian harus 
menggunakan suatu metode agar tujuan yang telah 
ditetapkan sebelum melakukan suatu penelitian 
dapat dicapai dengan baik melalui realisasi hasil 
penelitian yang maksimal. Adapun lokasi 
penelitian yang peneliti lakukan adalah pada PD. 
BPR. Bank Jombang, yang beralamatkan di Jalan 
KH. Wahid Hasyim No. 26 Jombang. . Data primer 
pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara 
dengan bagian yang terkait dalam proses 
pemberian Kredit Modal Usaha pada PD. BPR. 
Bank Jombang. Data sekunder adalah data yang 
diperoleh bukan dari pengamatan langsung, 
melainkan dari dokumen-dokumen, laporan – 
laporan, petunjuk pelaksanaan yang terdapat pada 
PD. BPR. Bank Jombang. Dokumen – dokumen 
resmi yang diberikan oleh PD. BPR. Bank 
Jombang dan juga data yang diambil dari peneliti 
melalui media massa baik cetak (majalah, koran) 
maupun elektronik (televise, radio, dan situs 
internet). Data sekunder akan digunakan peneliti 
sebagai data pendukung primer yang didapat.  
Pembahasan  
A. Sistem Pemberian Kredit 
1. Pada tahap awal, pihak pemohon kredit atau 
calon debitur mengajukan surat permohonan 
kredit secara tertulis kepada PD. BPR Bank 
Jombang. 
2. Identifikasi berkas 
Jika surat permohonan kredit beserta 
persyaratan sudah lengkap dan benar, maka 
administrasi kredit akan mencocokan salinan 
berkas tersebut dengan aslinya kemudian 
menstempel dan menandatanganinya. 
3. Identifikasi data informasi perbankan  
Administrasi kredit memriksa tentang 
kredibilitas calon debitur, misalnya apakah 
calon debitur terlibat kredit macet atau masuk 
daftar hitam bank indonesi. Identifikasi ini 
dapat juga disebut Sistem Informasi Debitur. 
4. Analisis Kunjungan Lokasi ( On The Spot ) 
Analisis ini digunakan untuk mengevaluasi 
usaha dari beberapa aspek pemeriksaan kredit. 
Tujuannya adalah memastikan apakah calon 
debitur mempunyai uasaha yang memerlukan 
pembiayaan dari kredit, seberapa pentingkah 
calon debitur ini mengajukan usualan 
permohonan kredit. Beberapa aspek 
pemeriksaan dan penilaian kredit yang 
dilaksanakan oleh bagian kredit antara lain : 
a. Analisis Kuantitatif 
1) Aspek keuangan 
Tujuan dalam mengadakan analisis aspek 
keuangan ini antara lain untuk memenuhi 
struktur kebutuhan permodalan calon debitur 
yang akan disesuaikan dengan struktur 
perkeditan yang tersedia dipihak bank, posisi 
keuangan calon debitur yang mencakup 
informasi tentang rentabilitas, solvabilitas, 
dan likuiditas, serta prospek posisi keuangan 
perusahaan dimasa yang akan datang. Untuk 
dapat mengetahui berbagai informasi yang 
diharapkan tersebut, maka para abalisis 
kredit memerlukan laporan laba rugi. 
b. Analisis Kualitatif 
1) Aspek Hukum 
a) Legalitas pemohon kredit dan 
legalitas badan usaha harus jelas 
b) Untuk perorangan harus dipastikan 
orang tersebut adalah warga negara 
indonesia ( WNI ) yang dibuktikan 
dengan KTP dan kartu keluarga ( KK 
) 
c) Legalitas operasional atau perijinan 
harus dapat dipastikan bahwa calon 
debitur, baik perusahaan, perorangan, 
maupun bersama memiliki ijin usaha 
yang jelas dan tidak bertentangan 
dengan hukum yang berlaku. 
d) Legalitas usaha yang dijalankan 
debitur harus didukung sepenuhnya 
oleh pihak-pihak terkait seperti 
pemerintah dan swasta. 
2) Aspek Pemasaran 
Analisis mengenai kemampuan untuk 
memasarkan produk atau jasa 
perusahaan saat ini dan yang akan 
datang serta posisi persaingan dengan 
perusahaan sejenis. 
3) Aspek Manajemen 
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Suatu kegiatan dapat berjalan dengan 
baik apabila si pengelola usaha tersebut 
mempunyai kualitas dan kuantitas yang 
memadai. Pengertian kuantitas tidak 
hanya terbatas pada persoalan keahlihan, 
pengalaman, serta pendidikan tetapi juga 
tergantung pada karakter dalam 
mengelola suatu usaha. 
4) Aspek Sosial Ekonomi 
Penciptaan lapangan kerja baru, 
pengurangan pengangguran, serta 
penghematan dan pendapatan devisa 
negara. 
c. Analisis Jaminan Tambahan atau Agunan. 
Agunan yang diterima oleh PD. BPR. 
Bank Jombang adalah agunan yang mampu 
diikat secara yuridis oleh undang-undang 
nomor 5 tahun 1960 tentang undang-undang 
pokok agraria(UUPA), Adapun syarat-syarat 
agunan perkreditan adalah : 
1) Syarat Ekonomi 
Dapat diperjualbelikan, nilai agunan 
stabil, mempunyai nilai manfaat dalam 
jangka waktu relatif lama. 
2) Syarat Yuridis 
Agunan tidak sedang dalam sengketa, 
memiliki bukti-bukti kepemilikan 
agunan atau sertifikat atas nama calon 
debitur. 
5. Hasil pembahasan dibawa ke komite kredit 
untuk di analisis bagaimana permohonan kredit 
tersebut. 
6. Komite kredit akan memberikan evaluasi-
evaluasi atau sejumlah catatan-catatan yang 
dilakukan oleh analisis kredit. 
7. Komite kredit memberikan rekomendasi 
pemberian atau penolakan permohonan kredit. 
8. Apabila permohonan kredit ini ditolak maka 
segera dibuat surat pemberitahuan penolakan 
kredit. Sedangkan jika permohonan kredit 
mendapatkan persetujuan maka segera 
dikeluarkan surat realisasi kredit ( SRK ). 
9. Bagian Administrasi kredit menyaiapkan 
dokumen-dokumen yang diperlukan untuk 
mengadakan perjanjian kredit, surat perjanjian 
yang sudah ditandatangani beserta dokumen 
laiinnya, seperti sertifikat barang jaminan 
disimpan oleh administrasi kredit untuk segera 
disiapkan realisasi pembayaran kredit kepada 
debitur. 
 
B. Sistem Pencairan Kredit 
1. Setelah akta perjanjian kredit dan pengikatan 
agunan telah disetujui oleh kedua belah pihak ( 
pihak debitur dan pihak PD. BPR. Bank 
Jombang ), maka administrasi kemudian 
mentransfer dana sebesar plafond kredit yang 
telah disetujui oleh pihak PD. BPR. Bank 
Jombang kedalam rekening debitur yang 
jumlahnya rangkap tiga yaitu : 
Lembar I : untuk debitur 
Lembar II : Untuk bagian Akuntansi 
Lembar III : Untuk arsip 
2. Debitur dapat mengambil dananya langsung ke 
teller. Dana kredit dapat diambil secara 
keseluruhan maupun bertahap sesuai dengan 
kebutuhan debitur. 
C. Pembayaran dan Monitoring 
1. Setelah debitur menerima dana kredit yang 
diajukan maka debitur tersebut mempunyai 
kewajiban untuk membayar kembali pinjaman 
sesuai dengan cara pembayaran dan jangka 
waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Pengemblian kredit atau penerimaan angsuran 
dilakukan dengan membayar melalui teller, slip 
penyetoran ini dibuat rangkap 3 yaitu : 
Lembar I : Untuk debitur 
Lembar II : untuk bagian akuntansi 
Lembar III: untuk arsip 
2. Untuk mengatasi adanya penunggakan 
pembayaran kredit PD. BPR. Bank Jombang 
melakukan beberapa tindakan yaitu : 
a. Kompromi atau kooperatif 
1) Pengangguran Bertahap 
Debitur diberi kesempatan untuk melunasi 
kreditnya dalam jangka waktu tertentu 
seperti yang ditetapkan 
2) Resrukturisasi kredit 
a) Rescheduling : Kebijakan yang diambil 
berupa mengubah atau memperpanjang 
jangka waktu kredit tetapi jenis kreditnya 
tetap. Hal ini dilakukan jika debitur masih 
menunjukkan iktikad baik untuk melunasi 
kreditnya tetapi ada hal-hal tertentu yang 
membuatnya belum dapat membayar 
angsuran kreditnya. 
b) Recondition Kebijakan yang diambil 
berupa mengubah atau memperpanjang 
jangka waktu kedit serta mengubah jenis 
kreditnya. 
3) Lelang 
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Penyerahan hak tanggungan agunan kepada 
kantor pelayanan piutang dan lelang negara 
( KP2LN ) untuk dilakukan pelelangan atas 
agunan dalam rangka melunasi semua 
hutang atau kreditnya. Jika hasil pelelangan 
ini tidak cukup, maka dapat dilakukan 
penyitaan atas hak milik pribadi debitur 
dengan melibatkan aparat yang 
bersangkutan. 
D. Analisis Data dan Interpetasi 
1. Evaluasi terhadap Struktur Organisasi pada 
PD. BPR Bank Jombang Kabupaten 
Jombang 
Struktur organisasi yang dimiliki oleh PD. BPR 
Bank Jombang Kabupaten Jombang adalah 
berbentuk garis lurus (line organization) yaitu 
sistem organisasi dimana kekuasaan atau tanggung 
jawab tertinggi berada ditangan pimpinan sehingga 
segala perintah dari pimpinan mengalir atau turun 
pada bawahannya. Perangkapan tugas pada pihak 
account officer ini dapat menyebabkan kinerja dari 
pihak account officer menjadi tidak maksimal 
sehingga dapat menyebabkan resiko kredit 
bermasalah  atau biasa disebut non performing 
loan (NPL) menjadi tinggi. Dalam hal ini account 
officer melakukan penawaran jasa, menyurvei 
tempat serta menganalisis kredit. Account officer 
tidak hanya menawarkan kredit tetapi juga 
menawarkan tabungan dan deposito. Oleh karena 
itu, tugas dari account officer harus dipisahkan. 
Misalnya pada saat menawarkan kredit, hal ini 
harus dilakukan oleh pihak marketing. Pada saat 
meganalisis kredit, harus pihak bagian kredit yang 
malakukannya dan pada saat penagihan dilakukan 
oleh pihak account officer. 
2. Evaluasi terhadap Prosedur Pencatatan 
Pemberian Kredit dan penerimaan angsuran 
pada PD. BPR Bank Jombang Kabupaten 
Jombang 
Pada umumnya prosedur pemberian kredit yang 
telah dijalankan oleh PD. BPR Bank Jombang 
Kabupaten Jombang telah dilaksanakan dengan 
baik. Hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari tugas 
satuan pengendalian intern yang telah dilaksanakan 
dengan cukup baik pula, walaupun masih ada 
beberapa kelemahan seperti perangkapan tugas 
pada account officer. Dalam pemberian kredit 
harus mempertimbangkan 5 C yaitu: 
a. Character berisi tentang identitas dan gambaran 
usaha dari nasabah. 
b. Capacity berisi tentang sarana usaha yang 
dimiliki, faktor-faktor usaha, dan laporan 
pendapatan nasabah. 
c. Capital berisi tentang neraca sederhana dari 
nasabah, laporan laba/rugi, dan kebutuhan 
modal kerja. 
d. Collateral berisi tentang agunan yang 
disediakan, pengikatan jaminan dan lilwidasi 
dari jaminan tersebut. 
e. Condition berisi tentang identifikasi resiko dan 
usulan kredit. 
Di PD. BPR Bank Jombang perlu 
dipraktekkan atau diterapkan penggunaan kartu 
utang. Setiap debitur seharusnya disediakan buku 
pembantu piutang yang disebut kartu utang. Kartu 
pertama dibawa oleh masing-masing debitur, 
sedangkan kartu yang kedua sebagai arsip bagian 
akuntansi. Manfaat dengan adanya dua kartu utang 
tersebut akan memudahkan bagi debitur maupun 
bagi bagian akuntansi untuk mengetahui saldo 
piutang secara cepat. Kemudian dilakukan 
inventarisasi piutang dari buku-buku piutang 
dengan menjumlahkan saldo-saldo piutang per 
debitur. Selanjutnya dipindah ke kartu utang. Total 
piutang dipindahkan ke rekening piutang. 
3. Evaluasi Terhadap Praktik-praktik yang 
Sehat Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi 
Setiap Unit Organisasi pada PD. BPR Bank 
Jombang Kabupaten Jombang. 
Para pegawai PD. BPR Bank Jombang 
Kabupaten Jombang pada umumnya telah 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-
masing sesuai dengan bagiannya, karena pada PD. 
BPR Bank Jombang Kabupaten Jombang 
menggunakan prinsip kehati-hatian yang mengacu 
pada ketentuan Bank Indonesia. Hanya saja dalam 
BPR ini masih ada perangkapan tugas pada pihak 
account officer. Karena perangkapan tugas ini 
dapat menyebabkan masalah pada kredit. Salah 
satu kelebihan dari PD. BPR Bank Jombang 
Kabupaten Jombang adalah adanya strategi jemput 
bola untuk lebih menarik minat nasabah.  
Strategi jemput bola adalah bahwa nasabah 
atau calon nasabah yang terpaksa tidak bisa datang 
ke kantor untuk keperluan membayar angsuran 
pinjaman dan menabung/deposito, maka petugas 
dari kantor akan mendatangi nasabah atau calon 
nasabah. Tetapi disarankan kepada nasabah agar 
datang langsung pada Bank dalam melakukan 
transaksi perbankan. Walaupun nasabah tidak 
dapat datang langsung ke BPR, pihak account 
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officer yang datang akan memberikan kwitansi 
sebagai bukti telah melakukan transaksi perbankan. 
Pada pihak account officer, seharusnya rutin untuk 
memantau nasabah dalam penggunaan kredit yang 
dipinjam. Dengan adanya pendekatan dan 
komunikasi yang lancar antara account officer 
dengan nasabah diharapkan tingkat resiko kredit 
bermasalah akan kecil.  
4. Evaluasi terhadap Kualitas Pegawai dan 
Tanggunngjawab pada PD. BPR Bank 
Jombang Kabupaten Jombang. 
Pegawai yang berkualitas merupakan bagian 
dari sistem pengendalian intern. Pegawai yang 
berualitas harus mempunyai keahlian dan 
keterampilan yang kompeten di bidangnya sesuai 
dengan tanggung jawabnya. Dengan adanya 
pegawai yang berkualitas maka tujuan dari 
perusahaan akan dapat tercapai secara maksimal. 
Oleh karena itu, dalam penerimaan pegawai baru 
harus selektif dan harus memenuhi kualifikasi yang 
ditetapkan oleh perusahaan. Selain tingkat 
pendidikan yang perlu diperhatikan, keterampilan 
dari para pegawai juga diperlukan. Misalnya pada 
pihak account officer harus ramah, sopan, sabar 
serta lancar berkomunukasi. 
 Dalam mengembangkan kualitas pegawai 
pada PD. BPR Bank Jombang Kabupaten Jombang 
ini, BPR mengikutkan para pegawainya untuk 
mengikuti pendidikan-pendidikan seperti yang 
diadakan oleh Perbarindo, BI dan intern BPR 
serta pendidikan formal. Oleh karena itu, 
pelatihan-pelatihan harus selalu diberikan agar 
dapat lebih mengembangkan kualitas para 
pegawai baik pelatihan dilapangan maupun dalam 
perusahaan.Dengan pegawai yang cakap 
perusahaan akan dapat mencapai tujuan yang 
diinginkan secara maksimal dan perusahaan akan 
semakin. 
 
Kesimpulan 
Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit struktur 
organisasi pada PD. BPR Bank Jombang 
Kabupaten Jombang terdapat perangkapan tugas 
pada struktur organisasi, yaitu di account officer. 
Meskipun hal tersebut dilakukan untuk 
mempercepat realisasi terhadap kredit, namun 
dapat menyebabkan resiko kredit bermasalah. 
Perangkapan tugas ini juga menyebabkan kinerja 
account officer tersebut kurang maksimal. 
Pengendalian intern terhadap pemberian kredit, 
khususnya kredit simpan pinjam yang diterapkan 
masih kurang efektif karena masih lemahnya 
pencatatan piutang dengan belum adanya kartu 
utang bagi debitur, Sehingga mengakibatkan 
jalannya usaha BPR menjadi terganggu dan 
mengalami kesulitan dalam operasi organisasi, 
hasil usaha pun akan menurun. Dalam pemberian 
kredit, PD. BPR Bank Jombang belum melakukan 
sistem pengendalian intern yang baik. Hal ini 
dapat dilihat pada mudahnya nasabah menerima 
kredit dari bank. Para account officer tidak benar- 
benar mempertimbangkan hasil analisis dan survei 
terhadap calon nasabah sehingga NPL menjadi 
tinggi. 
Kecakapan pegawai PD. BPR Bank Jatim 
Kabupaten Jombang cukup  memadai karena 
pihak bank tidak mengatur tentang kualifikasi atau 
kriteria khusus yang seharusnya dimiliki oleh 
seorang pegawai bank sehingga kurang selektif 
dalam melakukan perekrutan pegawai baru. Hal 
ini mengakibatkan tingkat pemahaman yang 
kurang dalam menjalankan tugas  dan tanggung 
jawabnya. Pencatatan piutang yang baik dan 
lengkap sangat menunjang jalannya kegiatan 
organisasi, karena baik pihak debitur maupun 
kreditur dapat dengan cepat mengetahui saldo 
piutangnya dan dapat menghindarkan risiko 
kesalahpahaman dalam penentuan sisa pinjaman. 
Sebaiknya PD. BPR Bank Jombang lebih 
selektif dalam memberikan kredit kepada calon 
debitur dan dalam penetapan jumlah maksimal 
kredit yang dapat diberikan kepada calon debitur 
sebaiknya memperhatikan 5 C (character, 
capacity, capital, collateral, condition) dalam hal 
ini penekanannya pada collateral. Dalam 
pencatatan piutang perlu dibuat kartu utang bagi 
debitur untuk mengurangi kesalahpahaman 
apabila terjadi kesalahan pencatatan. Dengan 
adanya kartu utang maka pihak kreditur ataupun 
debitur bisa saling mengontrol setiap angsuran 
yang dibayarkan dan mengetahui saldo piutang 
dengan mudah. 
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